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PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
NO. 105

AKUNTANSI MUDHARABAH

Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring
adalah paragraf Standar. Paragraf Standar harus dibaca
dalam kaitannya dengan paragraf penjelasan yang
dicetak dengan huruf tegak (biasa). Pernyataan ini tidak
wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material
(immaterial items).

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan,
pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi
mudharabah.

Ruang Lingkup

2. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang
melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik
dana (shahibul maal) maupun pengelola dana (mudharib).

3. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan
perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang
menggunakan akad mudharabah.

Definisi

4. Berikut ini adalah pengertian istilah yang
digunakan dalam Pernyataan ini:

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua
pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan

Akuntansi Mudharabah  PSAK 105
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seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana)
bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di
antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian
finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Mudharabah muthlaqah adalah mudharabah dimana
pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola
dana dalam pengelolaan investasinya.

Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana
pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana,
antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek
investasi.

Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah
dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya
dalam kerjasama investasi.

Karakteristik

5. Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau
pengelola dana.

6. Mudharabah terdiri dari mudharabah muthlaqah,
mudharabah muqayyadah, dan mudharabah musytarakah.
Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang
diterima disajikan sebagai dana syirkah temporer.

7. Dalam mudharabah muqayadah, contoh batasan
antara lain:
(a) tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana

lainnya;
(b) tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan

cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan; atau
(c) mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi

sendiri tanpa melalui pihak ketiga.
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8. Pada prinsipnya dalam penyaluran mudharabah tidak
ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan
penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari
pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat
dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan
pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama
dalam akad.

9. Pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan
secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau
secara total pada saat akad mudharabah diakhiri.

10. Jika dari pengelolaan dana mudharabah menghasilkan
keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana
dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang
disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad.
Jika dari pengelolaan dana mudharabah menimbulkan
kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik
dana.

Prinsip Pembagian Hasil Usaha

11. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan
berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan
prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah
laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset).
Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian
adalah laba neto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban
yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.

Contoh

Uraian Jumlah    Metode Bagi Hasil
Penjualan    100
Harga Pokok Penjualan      65
Laba Kotor      35   Gross Profit Margin
Beban      25
Laba rugi bersih      10      Profit Sharing
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PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

AKUNTANSI UNTUK PEMILIK DANA

12. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik
dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat
pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada
pengelola dana.

13. Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai
berikut:
(a) investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur

sebesar jumlah yang dibayarkan;
(b) investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas

diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat
penyerahan:
(i) jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai

tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui
sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi
sesuai jangka waktu akad mudharabah.

(ii) jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai
tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai
kerugian;

14. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum
usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain
yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola
dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai
kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.

15. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah
dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan
pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan
pada saat bagi hasil.

16. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak
dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola
dana.
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17. Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam
aset nonkas dan aset nonkas tersebut mengalami penurunan
nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif
dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut
tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun
diperhitungan pada saat pembagian bagi hasil.

18. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain,
ditunjukkan oleh:
(a) persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi;
(b) tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (force majeur)

yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad;
atau

(c) hasil keputusan dari institusi yang berwenang.

19. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat
akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana,
maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.

Penghasilan Usaha

20. Jika investasi mudharabah melebihi satu periode
pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode
terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

21. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum
akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan
dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad
mudharabah berakhir, selisih antara:
(a) investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan

kerugian investasi; dan
(b) pengembalian investasi mudharabah;
diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

22. Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam
praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas
realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak
diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.
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23. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan
pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak
mengurangi investasi mudharabah.

24. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh
pengelola dana diakui sebagai piutang.

AKUNTANSI UNTUK PENGELOLA DANA

25. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad
mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer
sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang
diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah
temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.

26. Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah
temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui
sebagai aset sesuai ketentuan pada paragraf 12 - 13.

27. Pengelola dana mengakui pendapatan atas pengaluran
dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan
bagian hak pemilik dana.

28. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan
menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil seperti
yang dijelaskan pada paragraf 11.

29. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah
temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum
dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban
sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.

30. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau
kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola
dana.
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Mudharabah Musytarakah

31. Jika pengelola dana juga menyertakan dana
dalam mudharabah musytarakah, maka penyaluran dana
milik pengelola dana tersebut diakui sebagai investasi
mudharabah.

32. Akad mudharabah musytarakah merupakan
perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah.

33. Dalam mudharabah musytarakah, pengelola dana
(berdasarkan akad mudharabah) menyertakan juga dananya
dalam investasi bersama (berdasarkan akad musyarakah).
Pemilik dana musyarakah (musytarik) memperoleh bagian
hasil usaha sesuai porsi dana yang disetorkan. Pembagian hasil
usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam
mudharabah adalah sebesar hasil usaha musyarakah setelah
dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana musyarakah.

34. Pembagian hasil investasi mudharabah
musytarakah dapat dilakukan sebagai berikut:
(a)  hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai

mudharib) dan pemilik dana sesuai dengan nisbah
yang disepakati, selanjutnya bagian hasil investasi
setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai
mudharib) tersebut dibagi antara pengelola dana
(sebagai musytarik) dengan pemilik dana sesuai
dengan porsi modal masing-masing; atau

 (b) hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai
musytarik) dan pemilik dana sesuai dengan porsi
modal masing-masing, selanjutnya bagian hasil
investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana
(sebagai musytarik) tersebut dibagi antara pengelola
dana (sebagai mudharib) dengan pemilik dana sesuai
dengan nisbah yang disepakati.

35. Jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian
dibagi sesuai dengan porsi modal para musytarik.
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PENYAJIAN

36. Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah
dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.

37. Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah
dalam laporan keuangan:
(a) dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan

sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis
mudharabah;

(b) bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah
diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada
pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang
belum dibagikan di kewajiban

PENGUNGKAPAN

38. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait
transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:
(a) isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti

porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha
mudharabah, dan lain-lain;

(b) rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan
jenisnya;

(c) penyisihan kerugian investasi mudharabah selama
periode berjalan; dan

(d) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101:
Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

39. Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait
transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:
(a) isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti

porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha
mudharabah, dan lain-lain;

(b) rincian dana syirkah temporer yang diterima
berdasarkan jenisnya;
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(c) penyaluran dana yang berasal dari mudharabah
muqayadah; dan

(d) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101:
Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

KETENTUAN TRANSISI

40. Pernyataan ini berlaku secara prospektif untuk
transaksi mudharabah yang terjadi setelah tanggal efektif.
Untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan
maka entitas dianjurkan menerapkan Pernyataan ini
secara retrospektif.

TANGGAL EFEKTIF

41. Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan
penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada
atau setelah tanggal 1 Januari 2008.

PENARIKAN

42. Pernyataan ini menggantikan PSAK 59: Akuntansi
Perbankan Syariah, yang berhubungan dengan pengakuan,
pengukuran, penyajian, dan pengungkapan mudharabah.









FATWA  
DEWAN SYARI’AH NASIONAL 

NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 

Tentang  

T A B U N G A N 

 بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ
  

Dewan Syari’ah Nasional setelah 

Menimbang : a. bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan 
dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan 
jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang 
penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu 
simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan 
menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak 
dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang 
dipersamakan dengan itu; 

  b. bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh 
hukum Islam (syari’ah); 

  c. bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa 
tentang bentuk-bentuk mu’amalah syar’iyah untuk dijadikan 
pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syari’ah. 

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Nisa’ [4]: 29: 

 تكُـونَ   يآ أَيها الَّذِين آمنوا لاَتأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ         
كُماضٍ مِنرت نةً عارتِج...  

   “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan 
(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di 
antaramu…”. 

  2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283: 

..هبقِ االلهَ رتلْيو ،هتانأَم مِنتالَّذِى اؤ دؤا فَلْيضعب كُمضعب فَإِنْ أَمِن.. 

 “…Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, 
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan 
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya…”. 

3. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 1: 

 …يآ أَيها الَّذِين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُودِ 

 “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu …”. 
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4. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 2: 

 …و لَى الْبِرا عوناوعتى وقْوالت… 

 “dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan….” 

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas: 

كَانَ سيدنا الْعباس بن عبدِ الْمطَلِّبِ إِذَا دفَع الْمالَ مضاربةً اِشـترطَ           
 ينزِلَ بِهِ وادِيا، ولاَ يشترِي      علَى صاحِبِهِ أَنْ لاَ يسلُك بِهِ بحرا، ولاَ       

بِهِ دابةً ذَات كَبِدٍ رطْبةٍ، فَإِنْ فَعلَ ذَلِك ضمِن، فَبلَغَ شرطُه رسـولَ             
لَّمسآلِهِ وهِ ولَيلَّى االلهُ عااللهِ ص  هازرواه الطبراني فى الأوسـط  ( فَأَج

 ).عن ابن عباس

 “Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai 
mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak 
mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak 
membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia 
(mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan 
yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau 
membenarkannya” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas). 

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah: 

لَّمسآلِهِ وهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِيكَةُ:  قَالَ أَنَّ النرالْب هِنثَلاَثٌ فِي : عياَلْب
رواه ابن  (إِلَى أَجلٍ، والْمقَارضةُ، وخلْطُ الْبر بِالشعِيرِ لِلْبيتِ لاَ لِلْبيعِ          

 )ماجه عن صهيب

 “Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual 
beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan 
mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah 
tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib). 

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi: 

   الْم نيب ائِزج لْحـا         اَلصامرلَّ حأَح لاَلاً أَوح مرا حلْحإِلاَّ ص لِمِينس
 والْمسلِمونَ علَى شروطِهِم إِلاَّ شرطًا حرم حلاَلاً أَو أَحلَّ حرامـا          

 .)رواه الترمذي عن عمرو بن عوف(

 “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf). 
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8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada 
orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak 
ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu 
dipandang sebagai ijma’ (Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa 
Adillatuhu, 1989, 4/838). 

9. Qiyas. Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi 
musaqah. 

10. Kaidah fiqh: 

 .اَلأَصلُ فِى الْمعاملاَتِ اْلإِباحةُ إِلاَّ أَنْ يدلَّ دلِيلٌ علَى تحرِيمِها

 “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” 

11. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang 
mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam 
usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula 
orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai 
kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, 
diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.  

Memperhatikan :  Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari 
Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : FATWA TENTANG TABUNGAN 

Pertama : Tabungan ada dua jenis: 

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari’ah, yaitu tabungan 
yang berdasarkan perhitungan bunga.  

2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan 
prinsip Mudharabah dan Wadi’ah. 

Kedua : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Mudharabah: 

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau 
pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau 
pengelola dana. 

2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan 
berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip 
syari’ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya 
mudharabah dengan pihak lain. 

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai 
dan bukan piutang. 

4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah 
dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 

5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan 
dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. 
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6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan 
nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. 

Ketiga : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Wadi’ah: 

1. Bersifat simpanan. 

2. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasar-kan 
kesepakatan. 

3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk 
pemberian (‘athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank. 

 

 Ditetapkan di : Jakarta 

  Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H. 
    1   April         2000 M 

 
 

DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

 

Ketua, Sekretaris, 

 

 
Prof. KH. Ali Yafie  Drs. H.A. Nazri Adlani  



FATWA  
DEWAN SYARI’AH NASIONAL 

NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 

Tentang 

PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH) 
 

 بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ

Dewan Syari’ah Nasional setelah 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana 
lembaga keuangan syari’ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan 
dananya kepada pihak lain dengan cara mudharabah, yaitu akad 
kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama 
(malik, shahib al-mal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang 
pihak kedua (‘amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku 
pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai 
kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak; 

  b. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syari’ah Islam, 
DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang mudharabah 
untuk dijadikan pedoman oleh LKS. 

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Nisa’ [4]: 29: 

يآ أَيها الَّذِين آمنوا لاَتأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِـلِ إِلاَّ أَنْ تكُـونَ             
كُماضٍ مِنرت نةً عارتِج...  

   “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan 
(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di 
antaramu…”. 

2. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 1: 

 …ياأَيها الَّذِين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُودِ 

   “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu….” 

  3. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283: 

..هبقِ االلهَ رتلْيو ،هتانأَم مِنتالَّذِى اؤ دؤا فَلْيضعب كُمضعب فَإِنْ أَمِن... 

 “…Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, 
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan 
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya…”. 

4. Hadis Nabi riwayat Thabrani: 
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كَانَ سيدنا الْعباس بن عبدِ الْمطَلِّبِ إِذَا دفَع الْمالَ مضاربةً اِشـترطَ           
نْ لاَ يسلُك بِهِ بحرا، ولاَ ينزِلَ بِهِ وادِيا، ولاَ يشترِي           علَى صاحِبِهِ أَ  

بِهِ دابةً ذَات كَبِدٍ رطْبةٍ، فَإِنْ فَعلَ ذَلِك ضمِن، فَبلَغَ شرطُه رسـولَ             
        هازفَأَج لَّمسآلِهِ وهِ ولَيلَّى االلهُ عرواه الطبراني فى الأوسط عن    (االلهِ ص 

 ).ابن عباس
 “Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai 

mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak 
mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak 
membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia 
(mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan 
yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau 
membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas). 

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib: 

لَّمسآلِهِ وهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِيكَةُ: لَقَا أَنَّ النرالْب هِنثَلاَثٌ فِي :  ـعياَلْب
رواه ابن  (إِلَى أَجلٍ، والْمقَارضةُ، وخلْطُ الْبر بِالشعِيرِ لِلْبيتِ لاَ لِلْبيعِ          

 )ماجه عن صهيب
 “Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual 

beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan 
mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah 
tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib). 

6. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf: 

و أَحلَّ حرامـا    اَلصلْح جائِز بين الْمسلِمِين إِلاَّ صلْحا حرم حلاَلاً أَ        
 .والْمسلِمونَ علَى شروطِهِم إِلاَّ شرطًا حرم حلاَلاً أَو أَحلَّ حراما

 “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram.” 

7. Hadis Nabi: 

ارلاَضِرو رررواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما عن أبي سعيد  ( لاَض
  )الخدري

 “Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain” 
(HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al-
Khudri). 
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8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada 
orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak 
ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu 
dipandang sebagai ijma’ (Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa 
Adillatuhu, 1989, 4/838). 

9. Qiyas. Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi 
musaqah. 

10. Kaidah fiqh: 

 .اَلأَصلُ فِى الْمعاملاَتِ اْلإِباحةُ إِلاَّ أَنْ يدلَّ دلِيلٌ علَى تحرِيمِها
 “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan 

kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” 

Memperhatikan :  Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari 
Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH) 

Pertama : Ketentuan Pembiayaan: 

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan 
oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. 

2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik 
dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), 
sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau 
pengelola usaha. 

3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian 
keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah 
pihak (LKS dengan pengusaha). 

4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah 
disepakati bersama dan sesuai dengan syari’ah; dan LKS tidak 
ikut serta dalam managemen perusahaan atau proyek tetapi 
mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. 

5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam 
bentuk tunai dan bukan piutang.  

6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat 
dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan 
kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.  

7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada 
jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, 
LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. 
Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti 
melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati 
bersama dalam akad.  
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8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme 
pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan 
fatwa DSN.  

9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib. 

10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban 
atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib 
berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan. 

Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan: 

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus 
cakap hukum. 

2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak 
untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan 
kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: 

a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit 
menunjukkan tujuan kontrak (akad). 

b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. 

c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau 
dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. 

3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh 
penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan 
syarat sebagai berikut: 

a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. 

b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika 
modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus 
dinilai pada waktu akad. 

c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan 
kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai 
dengan kesepakatan dalam akad. 

4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai 
kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus 
dipenuhi: 

a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh 
disyaratkan hanya untuk satu pihak. 

b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus 
diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan 
harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keun-tungan 
sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan 
kesepakatan. 

c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari 
mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung 
kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan 
disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. 

5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan 
(muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana,  harus 
memperhatikan hal-hal berikut: 
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a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa 
campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak 
untuk melakukan pengawasan. 

b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan 
pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi 
tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan. 

c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari’ah Islam 
dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudhara-bah, 
dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas 
itu. 

Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan: 

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu. 

2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu’allaq) dengan sebuah 
kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. 

3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena 
pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali 
akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran 
kesepakatan. 

4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah 
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

 
 
 Ditetapkan di : Jakarta 

  Tanggal : 29 Dzulhijjah 1420 H. 
    4   April         2000 M 
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FATWA 
DEWAN SYARI'AH NASIONAL 

NO: 50/DSN-MUI/III/2006 

Tentang 

AKAD MUDHARABAH MUSYTARAKAH  

 بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 
Dewan Syari'ah Nasional setelah: 

Menimbang : a. bahwa beberapa fatwa DSN yang memuat mudharabah, seperti 
Fatwa No. 1/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, Fatwa No. 2/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Tabungan, Fatwa No.3/DSN-MUI/IV/2000 
tentang Deposito, Fatwa No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
Pembiayaan Mudharabah dan Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 
tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah khususnya mengenai 
akad Tijarah (Mudharabah) belum memuat akad Mudharabah 
Musytarakah; 

b. bahwa akad Mudharabah Musytarakah, yaitu salah satu bentuk 
akad Mudharabah di mana pengelola (mudharib) turut 
menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi; diperlukan 
karena mengandung unsur kemudahan dalam pengelolaannya 
serta dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pihak; 

c. bahwa oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional memandang 
perlu menetapkan fatwa tentang Mudharabah Musytarakah untuk 
dijadikan pedoman.  

Mengingat : 1. Firman Allah SWT, antara lain: 

 أُحِلَّت لَكُم بهِيمةُ اْلأَنعامِ إِلاَّ  يآ أَيها الَّذِين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُودِ  )١
ما يتلَى علَيكُم غَير محِلِّى الصيدِ وأَنتم حرم، إِنَّ االلهَ يحكُم ما 

 درِي١: المائدة(ي(  
   “Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu. 

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 
kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan 
berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya 
Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-
Nya.” (QS. al-Maidah [5]: 1) 

٢(   نيب متكَمإِذَا حا ولِهاتِ إِلَى أَهانوا الْأَمدؤأَنْ ت كُمرأْمي إِنَّ اللَّه
الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ االلهَ نِعِما يعِظُكُم بِهِ، إِنَّ االلهَ كَانَ 

   )٥٨: النساء(سمِيعا بصِيرا 
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   “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamiu 
menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi 
Maha Melihat ” (QS. an-Nisa [4]: 58).  

٣(   لَامالْأَزو ابصالْأَنو سِريالْمو رما الْخموا إِننءَام ا الَّذِينهاأَيي
: المائدة(رِجس مِن عملِ الشيطَانِ فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلِحونَ 

٩٠(  
   “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) 

khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib 
dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan 
syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu 
mendapat keberuntungan” (QS. al-Maidah [5]: 90) 

٤(   ...بالر مرحو عيالْب لَّ اللَّهأَحاو) ...٢٧٥: البقرة(  
   “…Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba....” (QS. Al-Baqarah [2]: 275) 

٥(   متوا إِنْ كُنبالر مِن قِيا با موذَرقُوا االلهَ وا اتونآم نا الَّذِيهآ أَيي
 نمِنِيؤ٢٧٨: البقرة(م.(  

   “Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan 
tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman” (QS. al-
Baqarah [2]: 278). 

ياأَيها الَّذِين ءَامنوا لاَ تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ   )٦
اضٍ مِنرت نةً عاركُونَ تِجكَانَ ت إِنَّ اللَّه ،كُمفُسا أَنلُوقْتلاَ تو كُم

  )٢٩: النساء(بِكُم رحِيما 
   “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan 

(mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa 
perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian. Dan 
janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah 
Maha Penyayang dirimu.” (QS. an-Nisa [4] : 29). 

2. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam, antara lain: 

أَو أَحلَّ والْمسلِمونَ علَى شروطِهِم إِلاَّ شرطًا حرم حلاَلاً ...  )١
  )رواه الترمذي عن عمرو بن عوف. (حراما

   “Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat 
kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari  ‘Amr bin ‘Auf) 
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رواه (ى اللَّه علَيهِ وسلَّم عن بيعِ الْغررِ نهى رسولُ اللَّهِ صلَّ  )٢
مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة عن أَبِي 

  )هريرةَ
“Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar” 

(HR. Muslim, Tirmizi, Nasa’i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari 
Abu Hurairah). 

٣(   ارلاَضِرو ررلاَض) ،رواه ابن ماجة عن عبادة بن الصامت
  )وأحمد عن ابن عباس، ومالك عن يحي

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula 

membahayakan orang lain.” (Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah 
dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan 
Malik dari Yahya).  

  3. Kaidah fiqh, antara lain: 

  اْلأَصلُ فِى الْمعاملاَتِ اْلإِباحةُ إِلاَّ أَنْ يدلَّ دلِيلٌ علَى تحرِيمِها  ) ١
“Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” 

  .اَلضرر يدفَع بِقَدرِ اْلإِمكَانِ  ) ٢
“Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin.” 

  .اَلضرر يزالُ  )٣
“Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.” 

4. Ijma’, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili: 

ي عن جماعةٍ مِن الصحابةِِ أَنهم دفَعوا مالَ وأَما اْلإِجماع فَما روِ
الفقه الإسلامي (الْيتِيمِ مضاربةً، ولَم ينكِر علَيهِم أَحد، فَكَانَ إِجماعا 

  ).٣٩٢٥. وأدلته، لوهبة الزحيلي، الجزء الخامس، ص
“Mengenai Ijma’, diriwayatkan bahwa sejumlah sahabat 
menyerahkan harta anak yatim sebagai mudharabah, dan tidak 
ada seorang pun megingkarinya. Oleh karena itu, hal tersebut 
adalah ijma’.” (Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa 
Adillatuhu, [Damsyiq: Dar al-Fikr, 2004], juz V, h. 3925). 

Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama, antara lain:  

أَنَّ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وآلِهِ وسلَّم خرج إِلَى الشامِ مضارِبا   )١
 ةِ، ثُموبلَ النقَب كَانَ ذَلِكلِدٍ، ويوتِ خةَ بِنجدِيةِ خديالِ السبِم
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ا لَهرقَرا مهدعب كَاهالسيرة النبوية لابن هشام، ص. (ح :.
 نحو تطوير نظام المضاربة، لمحمد عبد المنعم أبي زيد، ،١٤١

 )٤١١. ص
“Nabi shallallahu alaihi wa sallam pergi berniaga sebagai 
mudharib ke Syam dengan harta Sayyidah Khadijah binti 
Khuwailid sebelum menjadi nabi; setelah menjadi nabi, beliau 
menceritakan perniagaan tersebut sebagai penegasan (taqrir).”  
(Ibn Hisyam, al-Sirah al-Nabawiyah, [al-Qahirah: Dar al-Hadis, 
2004], juz I, h. 141; Muhammad Abd al-Mun’im Abu Zaid, 
Nahwa Tathwir al-Mudharabah, [al-Qahirah: Maktabah al-
Ma’had al-‘Alami li-al-Fikr al-Islami, 2000], h. 411). 

أَما دلِيلُ هذِهِ . اَلْمضاربةُ عقْد مشروع بِلاَ خِلاَفٍ بين الْفُقَهاءِ  )٢
الْمشروعِيةِ فَقَد ثَبت بِاْلإِجماعِ الْمستندِ إِلَى السنةِ التقْرِيرِيةِ 

 )١١.نحو تطوير نظام المضاربة ص(
 “ Mudharabah adalah akad yang disyari’atkan tanpa ada 

perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqh. Dalil pensyari’atan 
tersebut ditetapkan dengan ijma’ yang didasarkan pada sunnah 
taqririyah.” (Muhammad Abd al-Mun’im Abu Zaid, Nahwa 
Tathwir al-Mudharabah, [al-Qahirah: Maktabah al-Ma’had al-
‘Alami li-al-Fikr al-Islami, 2000], h. 411). 

 ٣(  ابِعالر ما؛ فَهذَا : اَلْقِسدِهِماحِبِ أَحنُ صدبالاَنِ وم رِكتشأَنْ ي
ححِيص وهةً؛ وبارضمكَةً وشِر عمجنِ . يلَيجر نيكَانَ ب فَلَو

لْف ولأَخر أَلْفَانِ، فَأَذِنَ صاحِب ثَلاَثَةُ آلاَفِ دِرهمٍ، لأَحدِهِما أَ
 حبنَ الركُولَى أَنْ يا عهفِي فرصتاحِبِ اْلأَلْفِ أَنْ ينِ لِصاْلأَلْفَي

حنِ صفَيا نِصمهنيب . قحِ بِحباحِبِ اْلأَلْفِ ثُلُثُ الرنُ لِصكُويو
الربحِ بينهما؛ لِصاحِبِ اْلأَلْفَينِ ثَلاَثَةُ مالِهِ، والْباقِي وهو ثُلُثَا 

أَرباعِهِ، ولِلْعامِلِ ربعه؛ وذَلِك لأَنه جعِلَ لَه نِصف الربحِ، 
فَجعلْناه سِتةَ أَسهمٍ، مِنها ثَلاَثَةٌ لِلْعامِلِ، حِصةُ مالِهِ سهمانِ 

عملِهِ فِي مالِ شرِيكِهِ، وحِصةُ مالِ شرِيكِهِ وسهم يستحِقُّه بِ
 عبالر وهو مهامِلِ سمٍ، لِلْعهةُ أَسعبالمغنى لإبن قدامة، (... أَر

  )٣٤٨.: ، ص٦.: ، ج]٢٠٠٤دار الحديث، : القاهرة[
Bagian keempat: bermusyarakah dua modal dengan badan 
(orang) pemilik salah satu modal tersebut. Bentuk ini mengga-
bungkan syirkah dengan mudharabah; dan hukumnya sah. 
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Apabila di antara dua orang ada 3000 (tiga ribu) dirham: salah 
seorang memiliki 1000 dan yang lain memiliki 2000, lalu pemilik 
modal 2000 mengizinkan kepada pemilik modal 1000 untuk 
mengelola seluruh modal dengan ketentuan bahwa keuntungan 
dibagi dua antara mereka (50:50), maka hukumnya sah. Pemilik 
modal 1000 memperoleh 1/3 (satu pertiga) keuntungan, sisanya 
yaitu 2/3 (dua pertiga) dibagi dua antara mereka: pemilik modal 
2000 memperoleh ¾ (tiga perempat)-nya dan amil (mudharib) 
memperoleh ¼ (seperempat)-nya; hal ini karena amil 
memperoleh ½ (setengah) keuntungan. Oleh karena itu, 
keuntungan (sisa?) tersebut kita jadikan 6 (enam) bagian; 3 (tiga) 
bagian untuk amil, (yaitu) porsi (keuntungan) modalnya 2 (dua) 
bagian dan 1 (satu) bagian ia peroleh sebagai bagian karena ia 
mengelola modal mitranya; sedangkan porsi (keuntungan) modal 
mitranya adalah 4 (empat) bagian, untuk amil 1 (satu) bagian, 
yaitu ¼ (seperempat). (Ibn Qudamah, al-Mughni, [Kairo: Dar al-
Hadis, 2004], juz 6, h. 348). 

ولِلْمضارِبِ أَنْ يسهِم فِي رأْسِ مالِ الْمضاربةِ بِإِذْنِ رب الْمالِ،   )٤
وتتِم قِسمةُ الربحِ بِسببِ الْمشاركَةِ فِي رأْسِ الْمالِ مِن الطَّرفَينِ 

درِ مالِ كُلٍّ مِنهم، ثُم يأْخذُ الْمضارِب نصِيبه الْمتفَق علَيهِ بِقَ
المعاملات المالية  (عنِ الْعملِ، وهذِهِ هِي الْمضاربةُ الْمشتركَة

 ) ١٠٧.المعاصرة للدكتور وهبة الزحيلى ص
“Mudharib (pengelola) boleh menyertakan dana ke dalam 
akumulasi modal dengan seizin rabbul mal (pemilik modal yang 
awal). Keuntungan dibagi (terlebih duhulu) atas dasar 
musyarakah (antara mudharib sebagai penyetor modal/dana 
dengan shahibul mal) sesuai porsi modal masing-masing. 
Kemudian mudharib mengambil porsinya dari keuntungan atas 
dasar jasa pengelolaan dana. Hal itu dinamakan mudharabah 
musytarakah”. (Wahbah al-Zuhaili, al-Mu’amalat al-Maliyyah 
al-Mu’ashirah,  [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], h. 107) 

  2. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional 
pada  23 Shafar 1427 H/23 Maret 2006. 

 
MEMUTUSKAN 

Menetapkan : FATWA TENTANG AKAD MUDHARABAH MUSYTARAKAH  

Pertama : Ketentuan Umum 
Mudharabah Musytarakah adalah bentuk akad Mudharabah di mana 
pengelola (mudharib) menyertakan modalnya dalam kerjasama 
investasi tersebut. 

Kedua : Ketentuan Hukum 
Mudharabah Musytarakah boleh dilakukan oleh LKS, karena 
merupakan bagian dari hukum Mudharabah.  



50  Akad Mudharabah Musytarakah      6 

Dewan Syariah Nasional MUI 

Ketiga : Ketentuan Akad 

1. Akad yang digunakan adalah akad Mudharabah Musytarakah, 
yaitu perpaduan dari akad Mudharabah dan akad Musyarakah.  

2. LKS sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam 
investasi bersama nasabah.  

3. LKS sebagai pihak yang menyertakan dananya (musytarik) 
memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal yang 
disertakan. 

4. Bagian keuntungan sesudah diambil oleh LKS sebagai 
musytarik dibagi antara LKS sebagai mudharib dengan nasabah 
dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.  

5. Apabila terjadi kerugian maka LKS sebagai musytarik 
menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal yang 
disertakan.  

Keempat : Ketentuan Penutup 
1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 

terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya 
dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak 
tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan 
jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah 
dan disempurnakan sebagaimana mestinya. 

 
 

Ditetapkan di : Jakarta 

Pada Tanggal :  23 Shafar 1427  H 
    23 Maret  2006 M 

 
 

DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Ketua, Sekretaris, 

 
 
K.H.M.A. Sahal Mahfudh Drs. H.M. Ichwan Sam 
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